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ATI BUOL

PROVINSI ,IIESI TEIYGAH

PERATURAI{ I(ABI'PATEIV BUOL
TAIil'N 2OL6

,A![G

RSTRIBUSI PIIVG, MEITARA TELEKOMUNII<ASI
DENGAII RAIIIT{AT YAI{G IUAIIA ESA

,TI BUOL,

Menimbang : bahwa untuk

Mengingat :1. Pasal 18 ayat

ketentuan Pasal 156 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OOg tentang 
- pei;i

Daerah dan Daerah perlu menetapkan pe-raturanDaerah ten Retrilusi pengendalian MenaraTelekoraunikasi;

I

| _Uldang-Undang Dasar Negara Repubtik
1945;

n lggg Tentang pembentukan kabutrxrterr
Morowali dan kabupaten Banggai Kepaluan

Nomor 28 Tahun 2OOg tentang pAiak
busi Daerah (Lembaran Negara Republf,<

2. Undang 5t
Buol, Kabupaten
yang diubatr ir dengan undang-und.ang Nomor 52 Tahun
L999 Tentang
Morowali dan
Negara Repulik

tukan Kabupaten Buol, Kabupaten
paten Barggai kepulauan (Lembaran

Negara Repuplik
Tahun 2000, Tambahan Lenebaran
Nomor 3966) ;

3. Undang-Undang
Daeratr dan
Indonesia 2OO9 Nomor 13O, Tambatran Iembaran
Negara Republik

4. Undang-Undang

Nomor 5Oa9);

23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintah
Daerah Negara. Republik Indonesia Tahun 2OL4
Norror 244, Lembaran NegargXdp-u blik Indonesia
Nomor 5587), telah diubah teraldrir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 215 tentang Perubahan

Indonesia Tah

Kedua atas U
Peinerintahan
Tahun 2015

Undang Nornor 23 Tahun 2AI4 tentang
(Lembaran Negara Republik Indoneeia
58, Tambatran Lembaran Negara

Republik Nom.or 5679);

il

,. -.rloMOR
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P"l1m Peraturan Daerah iniyang dl. Daerah adatah l(abupaten Buol.2. Pemerintah Oaerafr aCahfr gu
P*oh yang memimpin peL
L"wgnn n gan -daerah 

otonom.
?. Plryti adalah BupatiBuol.
4. Pejabat-adalah pegawai yang
_ sesuai dengan peraturan pen:
5. eeragkaf Oaerat adalah rrnsur
_ penyelenggaraan urusan pemerin
6. Badan aAaHr Sekumpulan

kesatuan, baik yang mel-akukan
yang meliputi perseroan t
fadan Ueaha Milik Negara

Menefqpkan :

dengan nama dan daJam

kontrak investasi kolektif dan

merupakan satu kesatuan
dipergunakan untuk
rangka baja yang diikat oleh
tanpa simpul, dirnan" fungsi,

bersama-sama oleh operator p
Telekomunikasi adalatr setiap
dari setiap informasi datam
srrara dan birayt melalui
elektromagnetik lainnya.
Alat telekomunikasi adalah
bertelekomunikasi.
Perangkat komunikasi

pensiun persekutuan, perkum
politik atau organisasi lainnya,

7-

8.

9.

- 10.

11.
menungkintr<an

Dengan Bersama
DEWAN PERWAKII"AN AT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

'ATI EruOL,

PERATURAN D TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKO

1

d dengan :

sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
pemerintahan yang menjadi

tugas tertentu di bidang retribusi aaerafr-unct:rngan yang berlaku.
kepala daerah dan DpItD dal-m

. yang. menjadi kewenangan daerah.
clan/atau modal yang merupakan

ma maupun yalg tidak melakukarr usaha
!:T:f"T komoditer, perseroan lainnya,
atau Badan Usaha Mitik Daerah (BU-hiDi
apapun, firrba, kongsi, koperasi, danan, yayasarl, organisasi massa, organisasi

baga darr bentuk badan Lainnya t"imasut
M*n"1 Telekopunikasi ya:rg s(
r.lahrk kepentiagan unum yang

sarana perfllltistlg rnenetnpaf kF n
Menara bersama adalah mena

tnya disebut menara adalat. lran$:nan
karr.di atas tanah atau banguna_ri yang

struksi dengan 
- 
bangunan geaung vanE

]rmum yang struktur fisiknya dapat berupa
ai sir-npul atau bempa bentuk t r.rggJ
dan konstruksinya disesuaikan sebagai

usaha tetap.

telekornurrikasi.
telekomunikasi yang rtigunakan secara

telekomunikasi.
pengirirrran dan / atau penerirnaan

tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar,
kawat, optik, radio atau sistem

alat perlengkapan yang rligunakan rtelarn

sekelompok telekomunikasi yarag



12.

13.

14.

15.

16.

Pemancar radio adetirh alat
Set3ancartgg gelombang radio.
Jaringan telekomunikaJ

konsensus nasioaal dan

lelengkapannya yang digu nakan
.rasa Elekomqaikasi adalah I
K€uutuhan ber&ouunikasi d,hna adal*r batasan area
P:tdT*trr potensi ruans yans
Standar Nasional Indonesia yZ

oleh.BSN.
17. Penetapan zorra

pe-nentuan lokasi-lokasi yang
telekomunikasi.

W Mendirikan Bangunan
disihgkat ..IMB Menara-ielekr
yang dibedkan oleh
telekomunikasi untuk

23. Surat Setoran Retribusi
bukti pembayaran atau
menggunakan formulir artau
daerah melalui tempat p,

24. Surat Ketetapan Retribusi
surat ketel Fan retribusi yang
yang terutang.

telekomunikasi sesuai dengan
teknis yang berlaku.
Retribusi Jasa Uautn adalah
$berikan oleh pemerintah
kemanfaatan umum serta d.apat
Retribusi pengendalian MCnr
dipungut sebagai frembayaran
telekomunikasi yang dibaragun
pemerlntah daenah untuk keoer
Wajib Retribusi adalah orang :

Perundang-undangan retribusi
retribusi, termaeuk penungut al
Surat Periberirsh gan Retribusi
adalah surat yang digunakan
pernitungan dan pembayaran
Perundang-undangan,

18.

19.

20.

2t.

25. Surat Ketetapan Retribusi
SKRDLB, adalah surat

26. Surat Tagihan ReFibtrsi
surat u:xtuk melakukan
berupa bunga dan/atau denda.

27. Surat Pendaftaran Objek
SPORD adalah yang

pelnlnyaralr r€tribusi yaorrg
undangan retribusi daerah.

kelebihan pembayaran retribusi
daripada retribusi yang terutang

telekomunikasi yang menggunakan dan

.3r4"i"r perangkat telekomunikasi dan
a rAm bertelekomunikasi-
ranan telekomunikasi untuk memenuhimetgunakan jaiingan telekomunikasi.
oaran peietakan menara telekomunikasi

selanjutnya disingkat SNI adalah hasii
t<arya publik yang hak cipi:anya dipegang

menara telekomunikasi adalah kajialeruntukkan bagi pembangunan menara

Telekomunikasi yang selanjutnya
adalah Izin MendAikan Bangunan

kabupaten kepada pemilik mirrur.Daru atau mengubah inenara
administrasi dan persyaratan

t atas jasa yang drsedialcan atau
yi$k tujuar kepentinga:: dan

ilsnati oleh orang pribadi atau Uiaan.'retekomunikasi adalah retribusi yang
pengenda lian dan pengawasan menara
us rilsediakan dan/atau diberikan oleh

orang pribadi atau badan.
atau badan yang menurut peraturan

va.lrbkan untuk melakukan pembayaran
pemotong retribusi tertentu.

ra€rah yang selanjutnya disingkat SPTRD
oleh wqiib retribusi untuk melaporkan
retribusi terutahg menurut peraturan

yang selanjutnya disingkat SSRD, adatah
ryfibusi yang telah dilakukan dengan

dilafcukan dengan cara lain ke kas
yang ditunjuk oleh Bupati. l
yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah
entukan besarnya jumlah pokok retribusi

Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
retribusi yang menentukan jurnlah

jumfah kredit retribusi lebih besar
seharusnya tidak terutalg.

yang selanjutnya disingkat STRD adalafi
retribusi danlatau sani<si administratif

Daerah yang selanjutnya dapat disingkat
oleh w4jib retribusi untuk melaporkan

rlerq 6!jg! retribusi $an waiib 
I retribusi sebagai dasar perhi.Lungan r{an

menurut Feratuian P*trndJing:



29.

30.

28. Pemeriksaan adatrah'se

pemenuhan kemajiban petojl* lain rlnlsrn rangka

di lingkungan pemeriritah
penyidik.

tindak pidana ai tia"r!
tersangkanya.

Dengan nama Retribusi
sebagai pernbayaran ates

(1) Obyek RPMT adatah
dengan memperhatikan Lspek

Subjek Retribuei adalah orang
menikmati pel,ayanan, pengend.alian

Retribusi Pengendalian Menara T
Jasa Urnnm.

findkat penggunaan jasa diukur
inrcstasi usaha di luar tanah dan
operasional yang nilainya
usaha/ kegiatan tersebut.

kete,rangan dan/atau bulti-yang
berdasarkan suatu standar

qs*alrgap peqreiakar daerah
P-g-"loaik adalah pejabat

Penyrdikan adalah serangkaian
grT* serta lEenguEpuikan

kegiatan.menghimpun dan mengolah dath,
urElr(sanakan secara objektif darr profesional

untuk menguji kepatuhan
dgerah dan retribusi dan/atau untuk

|etentuan Peraturan perundang-
retribusi daerah.

tertentu
sebagai

dik Pe_gawai Negeri Sipil
yang diberi wewenang khusus

kan yang dilakukan oleh penyid-ik untuk
ll*Sa"t*a bukti itu mere6uat t€rangyang terjadi serta menemuka_ri

Menara Telekomunikasi dipungut retribusi
. ruang Untuk menara teiekomUnikasl

m ruang untuk menara telekomunikasi
ruang keamanan darr kepentingan umum.

atau badan yang menggunakan/
telekomunikasi yang digunakan.

III

CARA MTNGUKT'R

RS$RIA$SI

termasuk golongan Retribusi

'T PENGIGT}NAAN JASA

persentase tertentu dari nifai

6

mgunan atau penjualan kotor atau biaya
frekuensi pengawasan dan pengendalian



{1)
memperhatikan biava

(l) Besamya tarif, Retribusi

(2) Tingkat penggunaan jasa
junlah kunjuagan dalam

{3) Tadf Rctribud sebqdnrana
yang ditatapkan untuk
berdasarkan pada biaya
telekomunilc.si dengan
lslsprne, letak geografs,

a. Honorarium petugas pen
b. Transportasi;
c. Uangmakan;
d- Flieye n€ogpcaLan
"d stiker/segel/catsebagai
e. Alat tuts kantor; dan

(5) Satuan biraya uattrk

TP

"R

yang ditetapkan dengan Kepala Daerah.

PRNTSIP DAIT SASARAIT DAI,AIVI ,APAN BESARNYA TARIf,' REf, RIBUSI
7

Prinsip dan sq.saren dalarn

masyaralca! aspek keadilan
tersebut.

(2) Biaya sebagaimana rtirnaksud

._ ggme{haraan, biaya bunga dan
(31 Datam hal penetapan tarif

Jasa, penetapan tarif hanya r

: TingkatPenggu:eaanJ
: ?arffRe&ibusi

rpan tarif retribusi ditetapkan denganjasa 
.ya-ng bersangkutan, - 

kemamprian
efektivitas pengendalian atas pelayanan

ayat (1) meliputi biaya
modal.

ruhnya memperhatikan biaya
menutup sebagran biaya.

telekomunikasi dihitung

operasi dan

penyddiaan

e TAEIF RETRIET'S3

dengan rn en ggurr aka n rumus

RPIICFf =fPx?R

Keterangan :
RPMT : Retribusi Pengendalian Telekomunikasi

dirnaksud pada ayat (1) merupakan
pengawasan menara

telekomunikasi yang dijadikan
pengendalian dan
alokasi beban biqya.

pada ayat {}} nerupaka; rrilai ffpiah
besarnya retribusi yang terutang

pengendalian dan pengawasan menara
jenis menara tungeal atau menafa

menara dan jarak tempuh rnenara.
{ }Biaya operslon* perrgendalian pengaw€ir$an rn€rrara tele{comuaikasi

ti:sebagaima-na dimalsud ayat (3)

dan pclaporara leonrtia'l kebe€dasJa
pada Menara Telekomunikasi;

f. Biaya operasional lainnya kebutuhan nyata.
komponen sebagaimana dirnaksud pada

ayat {4) 0ilitung bcrdasarkan harga yang berhf<u didaerab setetnpat



(1)
(2)

{3}

WILAY, PEMUNGUTAN

Retribusi yang terutsng dipungut di dherah.

PEMUNGUTAN

10
Pemungutan retribusi tidak
lgtribusi dipungut dengan

diborongkan.

dipersamakan antara fain kwitansi, kupon,
atau dokumen lain yang
kartu atau dokumen Lain

dima,ksud pada ayat {I} disetor ke

t91 l"T yang dipersamakan sebagaimana
dalam Peraturan Bupati.

telekomunikasi adalah jangka waktu
waktu bag w4jib retribusi untuk

pada ayat (1)
diterbitkannya

pada ayat (2)

SKRD

lgryF Peraturan perundang_
flasil penungutan rctiibusi
kas daerah,

(4) Bentuk dan isi SKRD atau
dimaksud pada ayat (2)

{1} Ifasa retribusi pengendr}ia1
tertentu y€llg merupakan
meuranliaat}an jasa dari peme:

(2) Saat retribusi terutang adatatr

Pembayaran retribusi terutang
dilakuka'' selambat-lembatnva

D(
ItrASA RBIR,IBUSI DAN SAAT RETRIBUST TERUTANG

t1)
(21

yang d ipersanakan.

daerah.
saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain

Pembayaran retribusi dilakukan
12

tunai/lunas.
sebagaimana dimaksud
5 (lima belas) hari sejak

SKRD atau dokunea lainyang
(3) Ta.ta cara pembayaran sebageirnsna disraksud

ditetapkan dalam Peraturan

PERIZIITAII IYIE!{ARA

(1) Pembangunan menara harus
a- rekome4daai peruntukan
b. izin msufrilon bangunan mer

(2) Permohoaan rekomendasi percn r ruang sebagairnana dirnaksud pada
ayat (1) huruf a di4jukan
tata ruang dengan melampirkan :

Bupati melalui instansi yalg merabidangi

11



. "

. a.,&ikkoordinaq
b. denahlokasi.

(3)Rekomend4si peruntukan
pembangunan menara

(1) Pembangunan menara
lahan, keamanan dan
pertumbuhan industri.

(2}Menara dapat didirihan di

a. mempertimbangkan dan
b. kesetanatan dan

persyaratan keandalan

bangunan gedunC.
(3) Dqtem hal menara didirikan pada

w4jib:

c. tidak melampaui ketinggian
diizinkan; dqn

(1) Menara disediakan oleh penyedia
(2) Penyedia menara sebqgaimana di

a. penyelenggara telekomunikasi:
b. bukan penydenggara telekomu

{g}Fergrcdia Eenarla sebagaimana
. dilaksanakan oletr penyediajasa

d. memenuhi estetika.

(4) Dnlern hal perryedia menara
mena.ra atau perryedia jasa
perusahaan nasional.

Pembangunan menara wqjib
untuk meqjamin keselamatsn
memperhitungkan faktor-faktor
konstru&si mengra deOgan
r!1ene.ra, antsra lain :

tempat/ space penempatan
ketinggiag menara;
struktur menaxa;
mrrgha strqlftur rnenafia;
pondasi menara; dan
kekuatan angin.

(t) ganguna,B menara lrairrs
yang jelas.

(2) Sarana pendukung sebagairnana
pertanahan,'
penangful petir;
catu daya;
lampu halangan penerbangar;

a.
b.
c.
d.
e.
I.

a.
b.
c-
d.

diterbitkan berdasar penetapan zorra
ri yang ditetapkan oleh peraturan Bupati.

t4
dengan memperhatikan ketersediaan
walga, serta kesinambungan dan

permukaan tanah maupun pada bagian

bangunan/gedung, penyedia menara

kemampuan teknis bangunan;
peflggufra bangunan gedung se6i€i

gedung;
selubung bangunan gedung yang

d pada ayat (1) merupakan :

pada ayat {Xl pernbangunannya

penyelenggara telekomunikasi, pengelola
si yang membalgun menara merup-akan

T6

kepada SNI dan staldar baku tertentu
bangunan dan lingkungan dengan

menentukam kekuatan dan kestabilan
persyarata.D struktur ba:agun:n

L7

dengan sarana pendukung dan identitas

pada ayat (1), antara lain :



e.
f.

b.
c.
d.
e.
f.

a.
'b.

c.
d.

(1) Permohonan Mendirikan

a.
b.
c.

d.

riratka hatartsan penerbangan;
paSar pengenan;

g. sarana lainnya sesg4i dengan
(3) Identitas'sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

Perundang-undangan.

& nemq, elnmqf rlen nonrtr menara;
naea p€Frgguna aerlara;
lokasi dan koordinat;
tinge;
!q!an rnqksirnum menara;
tatrun pembuatan/

g. kontral*or;
h. pabrikan;
i. nomor daa tanggal IMB; dan
j. kapasitas listrik terpasang.

(Sll*tenara yag ddirikan di at6
Rencana Tata Ruang WilaYah dan

1A

peruntukannya memiliki karakterisdk

Kota.

(1) Pendirian menara di kawasan
tertentu dilaksanakan sesuai Peraturan Perundang-undangan.

{2) Kawasan sebagaimana dimaksud ayat {l) antara liain :

kawasan yang ternasuk zona
*anr/agan pel1gavasan militer;
kawasan cagar budaya;
kawasa! pariwisata;

keselamatan operasi penerbangan;

e. kawasan hutan kota;
f. rlaereh qlirqn sungai dan

gedung harus dirancang sesuai &ngal*

b. persyaratan telsris.
(2) Persyaratan administratif

dari:

persyaratan sebagBi berikut :

a- petayS.FatB erlrninietlatit'IeI.r

PEMAASG}UNAN MENARA

19

Menara Telekomunikasi wajib memenuhi

dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri

khusus sifat danuntuk kawasan Yang srtat ctatr
-retltu sebasaimana dimaksudtertentu sebagaimana

status kePemilikan tanah da:e t
,qrrrzr ketEatrga$ r€ncana kot€q'

rekomendasr dari instansi
pefl,urtukannya memiliki
dda.m Pasal 18;
akta pendirian Perarsahaan
Kegiinterian Hukua dan HAM;

e. surat bukti P€trcatatan dari
menara yang berstahrs

f. informasi rencalra Penggunaan
g. persehrjuan dari wargA

. fircngra;
h. datasr hal menggunakan

ganggUan dsn izin g"!!set'

perubahan Yang

Efek Jakarta
terbuka;

telah disahkan oleh

(BEJ) bagi PenYedia

:nara bersama;
a;;;Ji"s sesuai dengan ketingsian

sebagai catu daya, dipersyaratkan izin



(3) Persyaratan Td<nis sebagaimana
pada SM atau standar baku yans
dalam bentuk dokumen tekni!
a. ganbar rtrrcana telsris

laponan kepada Bupati untul< mer
(5) Sanksi adninistrasi sebagaimana

- potonganscrtaperhitunCani
b. spesifikasi teknis pondJsi me

pondasi, jumlah titik pondasi,
c. speeifikaei tekcris struktur r

sendiri dan beban tambahanl
ktrusus, treban maksimum '

t€eSrgian aenara dan
(4) Penyedia menaxa yang

s€bagn irnana dimaksud pada ayatd€n Pengendalian Menara
kelengkapan persyaratan

teguran lisan;
peringatan secara tertulisl dan

c. pengenaan denda atau
{6) Ketenuran.bbih laqiut a;

pada ayat (g diahrr dengan

Menara wqib dimanfaatkan
menjamin ketaikan fungsi menara
lingkungan.

Pengelola menara wajib mengikuti
kemungkinan kegagalan menara

Pcnellharaan,

(l) Penifik, danlata;u
peremtan fu pemeriksaan
setiap ta.trun.

(2) Hasil peooeriksaan kelaikan
pada ayat (1) dilaporkan kepada

(3) Tata cara pelaporan kelaikan

a.
b.

dila#ud ryat {2} diacrrr leSih

dilaksud pada ayat I hurvf ,b, nengacu
berlaku secara Internasional serta tertrlang

PEIITAIVF.

Progrant

berikut :

menara meliputi situasi denah, tampak,

meliputi data penyelidikan tanah, jerris
geotelcrik tanah; dan

menana, meliputi beban tetap (beban
sementana (angin dan gempa), beban
yang diizinkan, sistem konstmksi

ki izin namun tidak memenuhi persyaratan
l).sampai_dengan ayat (3), Tim F"og"-a"an

munikasi melakukan pemeriksaan
dan persyaratan teknis sebagai bahan

sanksi administratif.
pada ayat (4) berupa :

penerapan sanksi sebagaimana rlirnaksud
Bupati.

MEITARA

tertib ad&inistrasi dara tekris untuk
tidak menimbulkan darnpak terhadap

Kedua

pertanggungan {asuransi) terhadap
pemanfaatan menara.

Kettra
dan Pomeriksaaa Menara

nenara wajib melalorkan pemeliharaan,
fungsi bangunan rEenara seeana beri<ala,

bangunan menara sebagaimana dimaksud
mel,alui instansi telceis.

fungsi bangunan menara sslageirnan4
* dergan Feratursl Bupati.



{1) Kegiatan pemeliharaan
pengujian, perbaikan dan/atau
rnenara, serta kegiatan sejenis
dsn. Ir€Eaeliharaan menara..

(2) Pemeliharaaa menara dapat
kualiEkasi dan dilalsanakan

(3)Pelaksanaan kegiatan
ftssglerna+an dan kesehatan

{1) Unhrk efisiensi darr efeltiEtas
tetekqarrnilqsi dari tahap
untuk penggunaan menara

(2) Ketentuan penggunaan bersama
tidak berlaku untuk :

a. menara yang digunakan untuk
D. rnenaria yaog dib@gun pada

telekomunikasi atau daerah
(3) Penyedia meaara atau pengelola

sama tanpa diskriminasi
menggunakan menara secara
lqlenars-

(a) Setiap pembangunan menara
telekomunikasi bersama
digunakan oleh sekugang-
deeain kbnstrukei menaranya
atau pqiabat yang dituqiuk-

Pemanfaatan menana bersama
a- pemilfl<, perr3rcdia dan/atau

memperhatikan ketentuan
persaingan usaha tidak sehat;

b. pernilih penyedia dan/atau
menginformasikan ketersediaan
rnenerA SeCafa tfanspafan;

c. beb€n maksimal untuk menara
stnrktur menara;

d. pemilik, penyedia dan/atau
menggunskan sistem antrial
yang sudah lebih dahulu
telekomunikasi dengan tetap
teknis bangunan menara

e. Pemanfaataa menara
antar sistem jaringan yang dapat pengguna jasa telekomunikasi.

peDataan ruang, khusus u!.tuk menara
, 
rencana pernbangunan han:s diarahkaq

oersama.

23

meliputi- pembersihan, pemeriksaan,
bahan dan/atau perlengkapa;

berdasarkan pedoman pe.rgopJraJian

.kan oleh penyedia jasa yang memenuhi
ctengan Peraturan perundang-undangan.

narus menerapkan prinsip_prinsip

Keerr4rat
Menara Bersama

sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

jaringan utama; dan/atau
erah yaag belun me*dapati<an layxla*
tidak layak secara ekonomis.
ara wajib memberikan kesempatan yang'penyelenggara telekomunikasi untu[

sesuai kememFuan teknis

yang digunakan sebagai menara
menara telekomunikasi yang dapat
. 3 (tiga) operator telekomunikasi d-an
mendapatkan persetujuan dari Bupati

dengan ketentuan sebagai berikut :
rnerrara telekomunilcasi harrrs

tentang pralctek monopoU dan

menara telekomunikasi wajib
menara-nya kepada calon pengguna

tidak boleh melebihi perhitungan

. menara telekomunikasi harus
mendahulukan calon pengguna mensra

permintaan penggunaan rrrensrg.
kelayakan dan kernampuan

tidak boleh menimbulkan interferensi



menggunakan menaranva.
lZ)Biaya peqggunaao mi"r"

disepakati oteh pihak penyedia
yang wajar, perhihrngan biaya
keunhrngan se"ta aenlro

Setiap wajib retribusi wajib men
SPORD sebagaimana rtima,ksud

_ lengkap serta ditandatangani
{Q Benfu& isi serta tata cara r

dengan Peraturan Bupati.

{1) Peobayaran retribusi daerah
di tenrpat lain yang ditu4iuk

(1) Pemilik, penyedia atau
penggunern menaia bersama

merrgqn*karl SKRD atau
karcis, ksritansi dan kanu.

(2) Dalam hal pembayaran di
penerirrnan retribusi daerah
hari.

(1) Pembayaran retribuei
waktu pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam
{4 Bentuk, isi, kualitas, ukuran

ditetapkan dalan Peratura:r

(1) Dalarn rarrgka pengaturan dan
di witayah Ihbupaten BUOL,
dilakulcsr d€rrgrr
kepadatan/populasi pemakai
kaidah penataan ruang
lingkungan serta kebutuhan kc

(2) Penetapan zona pernbanguna!

(1)
(2)

ditetapkan dengan Perafuras
sebagai:nana riirnalrsud pada ayat (1)

menara bersama berhak memungut biaya
kepada operator telekomunikist yair;

sslngJrirnan4 dima-ksud pada ayat (1)
r. dengan pihak penyewa dengan hargi

operasi, pengembalian modal dan
ikan prinsip keadilan dan transparansi.
Kcllrna

27
SPORD.

ayat (1) harus diisi dengan benar dan
wajib retribusi atau kuasanva.

dan penyampqian SPORD {ifgfaFken

Keenam
Retribusi

di kas umum daerah atau
dgngan waklu yang ditentukan dengan

larrr yang dipersamakan antata lajn

di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil
disetor ke kas daera,h paling larnbat satu

29
dimaksud dalam Pasal 28 diberikan tanda

penerimaan.
dan tanda buki pembayaran retribusi

tcu
PERSSBARAil ITgfEil?I'AII TST$US

penempatan menara telekomunikaei
zolta pembangunan menara bersama

Icetersediaan ruang wilayah Srang da,
telekomunikasi serta disesuaikan dengan

estetika, keamanan dan ketertiban
pada umumnya.



(1| Bupati berwenaag melakukan
serta pemanfaatan menara telek

(2) D-alam rangka penyelenggaraan
dimaksud paaa Lyat 

- 
1r;

Pengendalian Menara Telekor
(31 Ketentuan liebih lanjut mer

geSegeirnena .l;-akeud pada
Bupati.

(1) Dalam hal wajib retribusi
kurang membayar, dikenakan
{dua perserr} s€tiap bulan dari
dibayar dan ditagih <iengan rr

(2) Penagih,an retribusi terutang
dengran surat teguran.

(1) Pengeluaran surat teguran/
tindakan pelaksanaan
(tujuh) hari sejakjahrh tempo

(2) Dalam jangka 7 (tr{uh) hari
lain yang sejenis, wqjib retribusi

{3} Surat tegur€a sebagaimafla
yang ditunjuk.

Bentuk formulb yang
ds€rah sebagaimarra diraaksud
Peraturan Bupati.

Wqjib retribuei Tertentu dapat
atau PeJabatyang dituqiuk atas
Keberatan dQiukan secara
alasan yacgjela.s.
Keberatan hams diajukan

(U

(21

(3)
seja* tanggal SKRD diterbitkar, jika wajib retribusi tertentu

PENGAW. DAN PENGENDALIAN

SANKSI

dan pengendalian pembangunan

vasan dan pengendalian sebagaimana
membentuk Tirr pengawasan dan

tata cara pengawasan dan pengerrr+elig-n
(1) dan ayat (21 diatur dengan Feraturan

tidak- membayar tepat pada waktunya atau
tsi administratif berupa bunga sebesar 2 %o

yan€ terutang ya:ag tidak atau kurang
m STRD.

dimaksud pada ayat (1) didahului

PENAGIHAN

33

/surat lain yang sejenis sebagai awal
retribusi dikeluarkan segera setelah 7

tanggal surat teguran/peringatan/ surat
melunasi retribusinya yalg terutang.
pada aJrat (1) dikeluarkan oleh pejabat

untuk melaksalakan penagihan retribusi
Pasal 33 ayat {1) ditetapkan dalam

XVII
,AN

keberatan hanya kepada Bupati
atau dokumen lain yang dipersamakan

dala'n Bahasa Indonesia dengan disertai

jangka waktu paling tar"a 3 (tiga) bulan
dapat



(4)

{5}

(21

{3)

(1)

Keadaan di luar kekuasaannva
suatu keadaan yang te,g'adi
Pengqiuan keberatan tidak
pe*atsanam rcCribusi.

unda kewajiban membayar retribusi dan

36
Bupa.ti dalmr jangka rr'alrtu
keberatan dircrima harus

lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
keputusan atas keberatan yang

diajukan dengan menerbitka:r Keputusan Keberatan.
Keputusaa Bupati atas dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebahagian, menolak, atau
Apabila jangka srakttr
Butrrati tidak memberikan suatu
dianggap dikabulkan.

keberatan yang diajukan tersebut

A?At' gETIfiBEg*S/rff i1ETRTBUS'

(1) Bupati dapat memberikan
retribusL

keringanan dan pembebasan

(?lTate carla peofierian keringanan dan pembebasan rebihrei
sebagaimana dimaksud pada ayat 1) ditetapkan oleh Bupati.

PENGI'RANGAN SANKSI
, ?ggr@l:*s*tta.:
DAN PEMBATALAN

38

{1} Wajib retlbusl dapat permohonan pernbetul,an SKRD dan STRD
yang derqm penerbitannya
dan/atau kekeliruan dalam
retribusi daerah.

kesalahan tulis, kesalahan hitung
Peraturan Perundang-undangan

(2)Weiib retribusi dapat permohonan pengurangan atau
FnghaPusan sanksi b?rupa bunga dan kenaikan retribusi yang
terutAng r{alq"n fial sarksi dikenakztn karena kelchilafan w{ib
retribusi atau bukan karena

(3) Wajib retribusi dapat pengurangan atau pembatalan

.menudu*an bahwa ianska
diluar kekuasaannya.

ketetapan retribusi yang tidak
{a} Pennohonan penbetulan seb'c

Iselstapan, pcngltaPrearr atau

lbagaimana di"'aksud pada ayat (3) adalah
kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.

rh besarnya retribusi yang terutang.
dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan

ifu tidak dapat diperu?ri karena keadaan

dimaksud pada ayat (1), pengurangan
rgan sanksi adndnistrasi ee@aimana

dirnaksud pada ayat (2) dan
harus disampaika.n secara
pejabat yang dituqy'uk paling
SKRD dan STRD deogan

alan sebagaimana rlirnaksrrd pada ayat (3)

oleh wqjib retribusi kepada Bupati, atau
30 (tiga puluh) hari sejak tsnggal diterima
ikan aJasan ya.:rg jel,as dan meyaki:ekan

untukwdtrlnrng



dikeluarkan oleh Bupati atau pejz
seJal surat permohonan diterima.

{6) Apabila setclah lewat waktu 3 (

(5) Bupati atau pejabat yanC d

dimaksud padaayat (l), harus
{3) Apabila jangka waktu sebagair

pernohonan penbefulan,
pengurangan saksi administf, asi

PENGEMBALIAN

(1) Atas kelebihan penbayaran
_ . pemohonan pengembalian kepada
(2) Bupati dalam jangka waktu palir

permohonan pengembalian

fs)Keputupsn atag

dilampaui dan Bupati tidak
pengembalian pembayaran
SKRDLB harus diterbitkan dalam

(a) Apabila Wajib Retribusi
pembayaran Retribusi
diperhitungkan untuk melunasi

(5) Pengembalian kelebiharr pem
aSat {11 dihkukan dalam
diterbitkanya SKPDLB atau SKRb

persen) sebulan atas
Retribusi.

t?Tata cara ?erigsebalian
dimaksud pada ayat (l) diatur

(llDalan hal kelebihan
difakukan perhitungan
SKRDLB paling lambat 2 (

pengembalian kelebihan
(2)Kelebihan penbayaran

dilrtabalilcafl @ada wajib
diterbit&an SKRDLB.

(3) Pengembaliqn kelebiharr
2 (dua) bulan sejak
bunga 2 o/o (dua persen) sebulan
retribusi.

(1) Pengembalian s€leggirn€tlls
rnenertrit&an surat perintah

(6) {ika pengembalian kelebihan pem
(dua) bulan, Kepala Daerah 

-mer

{2J Atas peitituegarr aebagaima,na
pemindahbukuan yang berlaku .

sebagaimana dimaksud pada ayat l2lt yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan

bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
uk tidak memberikan keputusan, maka
emgan l{etetapan, p.nghapusan,
pembatalan dianggap dikabulkan.

utang Retribusi lainnya, kelebihan
rlirnaksud pada ayat (1) langsung
dahulu utang Retribusi tersebut.

n Retribusi sebagairnana dimaksud pada
waktu paling la:ma 2 {dua) buln sejak

PEMBAYARAIT RETRIBUSI

3!'
Wajib Retribusi dapat mengajukan

lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya
pembayaran Retribusi sslagrimang

keputusan.
dimaksud pada ayat (1) darl ayat (2) telah

suatu keputusan, permohonal
dikabulkan dan SKpDLB atau

walrhr paling lama 1 (satu) bulan.

Retribusi dilakukan setelah lewat 2
irnbafan bunga sebesar 2o/o (d:ua

pembayaran kelebihan pembayaral

pembayaran Retribusi
Peraturan Bupati.

sebagaimana

retribusi yang masih tersisa seteialr
dimaksud dalam Pasal 39, diterbitkan

bulan sejak diterimanya permohoaal
retribusi.

sebagaimana rlirnaksud pada alrat (1)
usi paling lambat 2 {dua} bulan sejak

retribusi dilakukan setelah lewat wal,rtu
SKRDLB, Bupati mernberikan irnbalan

atas keterlambatan pembayaran kelebihan

dalam Pasal 39 dilakukan dengan
kelebihan retribusi.
ui{ ddam Paeal 39 diterbitkerr barkti

sebagai bukti pembayaran.

4t



I

t.

PETYGIIA'PUSAII PIUTAIYG

(1) Hak untuk melakukan

kecuali jika q4iib retribu si
(2) Kadaluarsa penagihan

tertangguhJika :
a. diterbitlan Surat Teguran;
o. aoa pengakuan utang

tidak lrngsung.
(3) Dalan tral &terbitkan surat

teguran tersebul
f4I Piutang r€,tritlirsi yang tidak

mel,al<ukan penagihan sudah k
(5) Bupati menetapkan Keputusan

kadaluarsa sebagaimana dimakr
(6) Tata cara penghapusan

dengan Feraturan Bupati.

(1) lnstansi yang melakmnakan
dasar pencapaian kine{a

(2) Pemberian insentif sebagaimana
Anggaran Pendapatal dan

(3) Tata cara pemberian dan
ayat (1) diatur dengan
undangan.

KEWENANGAN

(1) Kewenangan penandatanganan
dilakrkan oleh Bupati atau

(2) Pejabat atau Kepala Dinas
ditetapkan dengan Peratrrran Bu

(1) Bupati menetaPkan Perangkat
sebagai pengelol,a Retribusi Pt

(2) Iremenanggn Pcntdolaan
dilpkeanelcan sesuai dengan

YANG KADAI,IIWARSA

retribusi menjadi kadaluarsa setelah
n:l31n,t?H y.fl3J|.:1-ta11nf prrrit ,.s1"i"r. 

""^"t 
t"*t^r,e"y" ."t iu,rs,

tindak pidana di bidang retribusi.
sebagaimana riimaksud pada ayat (1),

dari wajib retiibusi, baik langsung maupun

sebagaimana dimalcsud pada ayat (2)

lg-Ll*3-larsapenasih"ilat:t""!-'*.;"r.-*egJ'ai,i.tr;;ii,5i
ditagth Iagi karena hak untuk

dapat dihapuskan.
rghapusan Piutang Retribusi yang sudah
pada ayat (1).
retribusi yang sudah kada iuarsa diatur

PEMUNGUTAN

retribusi dapat diberi insentif atas

pada ayat (1) ditetaFkan melalui
Daerah.

Insentif sebagaimqna d.imaksud pada
Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-

LAAN RETRIBUSI

#
Pengendalian Menara fslsksmunikasi,

atau Kepala Dinas yang ditunjuk.
dimaksud pada ayat (1),

45
yalg membidangi urrsan komunikasi

Menara Telekomunikasi.
dima.ksud ayat {U,

Peraturan Perundang-undangan.

43



(3), Ferubaftan dinas pengelola
dapat ditetapkan dengan

(1) Pejabat Fegawai Neg_egi-Sipil
wewenaflg khusus sebagai
pidana di bidang retrlbusi
Acara Pidala.

(21 Wewenang penyidik sebagaimana
a. menerima, mencari,

berkenaan dengan tindak
ket?rangan atau lAparaa ters

b. meneliti, mencari dan
atau badan tentang
dengan tindak pidana retribusi

c. meminta keterangan dan
sehubungan der€an tindak

d. memeriksa buku-buku,
berkenaan dengan tindak

e. melakukan penggeledahan
pen.catatan dan
tertradep bahan br*kti

f. meminta barrtrran tenaga ahli
tindak pidana di bidang

g. menyuruh berhenti,
tempat I,ada saat
id€atita$ orang dan atau
pa.da huruf e;

h. memotr'et eeseorang yang
i. memanggil or€ng untuk

tersangka atau saksi;
i m:nglrcndt<an.penyidikan;
k. melakukan tindakan lain

pidana di bidang retribusi
dipertanggung jawabkan.

(3) Penyiclik sebagaimana
dinulainya .penyidikan dan
penunttrt umum melalui
sesuai dengan ketentuan Yang

W{ib retribusi Yang tidak
keuangan daerah, diencam Pidar
bufaa-aten Pidana &rrda Paling

(1)

terutang yang tidak atau kura:eg
Iitiga t*l iumlah retritusi Tang

dimaksud ayat (tr), eelanjutnya

di lingkungan pemerintah daerah diberi
untuk melakukan penyidikan tindak

sebagaimana dimaksud dalam llukum

sud pada ayat (1) adala-h :

dan meneliti keterangan atau laporan
di bidang retribusi daerah agar

rner{iadi }engkap dan je}as;
keterangan mengenai orang pribadi

perbuatan yang dilakukan sehubungan
tersebut;

bul<ti dari orang pribadi atau badan
di bidang retribusi daerah;

dan dokumen-dokumen lain
di bidang retribusi daerah;

mendapatkan bahan bukti pembukuan,
lain, serta melakukan penyitaan

rangka pelaksanaan tugas penyidikan
daerah;
seseorang meninggalkan ruangan atau

sedang berlangsung rlan 6s46riksa
yang dibavsa sebagaimana dimksud

dengan tindak pidana retribusi daeralr;
keterangannya dan diperiksa sebagai

perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
daerah menurut hukum Yang daFat

pada ayat (1) ini memberitahuksn
hasil penyidikannya ke4ada

pejabat Pollsi Negara Republik Indonesia
dalarrl tentang Hukum Acara Pidana.

PIDAITA

kewaj ibannya sehingga merugikan
kurungan paling trama 3 (tiga)



(2) 
"hdak 

pidana sebagaimana
pelanggaran.

(3) Dendi sebage iriana dirnerksqd

Penygdia Megala yang telah mernil
E€gDarrgun @eaaresya, sebelum
yajib menyesuaikan dlngan
(satu) tahun, terhitung sJjak

(1| Feaiura*r Bupati Bebqai
;qfepq pari-g tams:6 (enam)
diundarigkan.

(2) Pelaksanaan ketenhran
Perangkat Daecah yang

Peraturaa Deecah irimulai berlaku

lq"" ."". qp- orang mengetahuinya,
Lraenan mr dengalr pcnempatannya d

piundengkqrl di Buot

pada ayat (1) adalan findak pidana

ayat (1) merupakan penerimaan negara.

IOCTTI

PERAI,IIIAN

4A

IMB menara dan telah selesai atau sedang
Peraturan Daerah ini ditetapkai

dalarn Peratural Daerah irri pafirrt Ia;J
Daerah ini diundangkan.

nelaksanaan peraturan Daerah ini hame
lan terhitung sejak peraturan Daerah inilt

riirnaft5qd pada ayat (1) dilakukan oleh
urusarr pendapatan daerah.

tanegal diundangkan.

PEITUTIIP

49

Ditetap{<ac} di
pada

Buol
I t cTqM B EI\ 2,t c

BUOL,

memerintahkan pengundangan peraturan
Iern l€mbararr Daerah Kabupaten Buol.
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DDr/BARAli[ EAERAH' KABUPATEN

Nqree : lo3. oe/ztt6
TAHUN 2014 NOMQR ......



-t .

RBTRIBT'SI

r. I'&ItrM

Undang-Undang Nomor 28
yang luas terhadap pelaksanaan
daeratr dalam rangla
agar dipergunakan sepenuhnya

Salah satu Peraturan
adalah Retribusi Pengendalia''
melatarbela.kangi diu sulkannya
pengendalian dan pengawasan
sesuai kebutuhan dan
kepastiarr hr*:um dafam pe
menara telekomunikasi serba
memberikan masukan dalam

IL.PASAL DffiI PASIIL

Pasal 1

Cukup Jelas
Pasal 2

Cukup Jelas
Pasal 3

Cukup jelas
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Crtkupjelas
Fasst 6

Cukup jel,as
Pasal 7

Cukup jelas
Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 1O

Cukup jelas
Pasal 11

Ayat (2) Dokume4 lain Yang' kuPon dan kartu-
Pasal 12

CukuPjelas'
Pasal 13

PERATI'RAIT

NOMOR

T

KABUPATEN BUOL

TAIIT'I{ 2(}14

TA !T.G

MTNARA TTLEKOMI'NIKASI

un 2009 yang memberikan kewenangan
pajak dan retribusi daerah bagi

pendapatan asli daerah, dengan harapan
kepentingan masyarakat.

tentang Pqjak Daeral dan Retribusi Daerah
Telekornunikasi. Buah pikiran yang

Daerah ini adalah terselenggaranya
bangunan menara telekomunikasi

kehidupan masyarakat serta terjaminnya
pengawasarr terhadap pengendalian
salah satu sumber pendapatan dan

pendapatan asli daerah.

karcis, kwitansi,a-rrtara



Cukup jelas
Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15

Cukup jelas
Pasal, 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Cukupjelas
Pasal 18

Cukirpjelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 2O

Cukup jelas
PaeaJ2T

CukupJelas
PasaJ22

Cukup jelas
Pasal 23

Cukup.jelas
Pasal 24

Cukup Jelas
Pasal 25

Cukup jelas
Pasgtr26

Cukupjelas
Pasai 27

. Cukup jel,as
Pasal 28

Cukup jelas
Pasal 29

Cukup Jelas
Pasal 3O

Cukup jelas
Pasal 31

Cukup jelas
Pasal 32

Cukup jelas
Pasal 33

Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35

CukuP jelas

Fasai 36
CukuP jelas

Pasal 37
CukuP jelas

Pasal 38
Cularp jelas

' Pasal 39
CukuP jelas

20
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.,r ! t{t r

Fasal;4O
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Ayat (2) Yang dimaksud

Pasal 43
Cukrp jelas

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasali45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jel,as

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 5O
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA

Nop€C .- I'r, , o6/LotE

Kadaluarsa adalah lewat waktu.

INDONESI.A NOMOR ....,.


